
BUPATI MUAM ENIM

PROVINSI SUMATDRA SEI-ATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2OI7

TENTANC

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

PEI,IYELENGCARAAN ADMINISARASI KEPENDUDUXAN

BUPA'TI MUARA ENIM,

bahea utuk menindaklejuti l<.putuse Mentcri Dalam Negeri

Rcpublik lDdonesia Nomor r88.34-64a6 Tahun 2016 tentdg
Pcmbatalan Beberapa Kctcntuan Pe.atu.d DaeEh Kabupaten MuaE

Enim Nomor 5 TahE 2012 Tentang PenyelenssaEan AdminBtrasi

Kcpendudukan, perlu menetapkd PeEtunn Daerah tcntang

Pctuband Iftdua Atas Peratmn Daerah Nomor 5 T6iun 2012

tentang Penyclenggdz@ Administrasi Kependudukani

l. Pa$l 18 ayat (6) Undang UndanS Das Nese Republik hdonesia

2, Unddg-Undang NoEor 2a Tahun 1959 tentang Pemb.ntukm

Daeran Tingkat II dan Kot pnja di Sututera Sclatan ll€mbaid
Neg@ R.publik Indon€sia Tahu l9s9 Nomor 73, TMbahan

kmbaran Negda Nomor 1421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 t€ntang Admirisr.asi

KeDendudukan (Lumbard Nesara Rcpublik lndorcsia'raiun 2006

Nomor 124, T@bahan Lembaran Negea R.publiL lndoncsia

Nomor 4674) *baSaimana telan diuban dengan Undang-Undms

Nooor 24 Tahun 2013 tentang Pcrubahan Atas Undmg-Undang

Notuor 23 Tahun 2006 tentang AdministEsi KeFndudrrkar
(Lmben Negtra Republik Indon.sis Tahun 2013 Nomor 232,

'Imbat)an trmbaran Ncgtra Republik Indonesia Nomor s47s);



6. Peratu.an Dae.ah Nomor 2 Tahun 2106 tentmg Peftbentukan da.
Susunan Perangkat Dacrah (tf,mbaran Daerah Kabupalen Mua.a

Enim Tahun 2016 Nomor 2)i

Dengan Persetujum Bersma

DEWAN PERWA&I,AN RAXYAT DAERAH KABUPATEN MUARA DNIM

BUPATI MUARA ENIM

2

Undms Undang Noftor 12 Tahun 201r tcntmg PembeDtukan

Peraturan Pcrundang Undmgm {L€mbdd Negara Republik

Indonesai 'lahun 2011 Nomor a2);

Peraturd Daefrh Nomor 5 'lahuo 2012 lentang Pcnyclcnggaraan

Admjnistrasi Kependuduka (lembdan Daerai Kabupatcn Muara

Enim 'lahun 2012 Nomor 5) sebagaimana tclah diubal dengan

Peraturm Daerab Nomor 5 'lahun 2014 tentmg Perubaban Atas

Peraturan Daerah Nomor 5 TahuD 2012 tcntang Penyelenggdaan

Administrasi (ependudukb (Lembaran Daerah Kabupaten Muda
Enim Tahun 2014 Nomor 5);

Menetapkd : PERA'IIJRAN DAERAH TEN'IANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERAAURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2O]2 IENTANG

PENYEI,ENG(]ARAAN ADMINJSTRASi KEPENDUDUKAN,

Pasal I

Xetentuan Pasal a7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tatiun 2Ol2 tentang

Penyelenggaraan AdministEsi Kependuduka (Lembaran Daeran

Kabupaten Muara Enim Taiun 2Ol2 Nomor 5) sebasaimana relah

diubah dengan Peraluran Daerah Nomor 5 Tahurl 2014 tentang

Perubanan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2102

tentang Administrasi Kependuduka. (kmbara. Dacrah Tahun 2104

Nomor 5) diubah sebaaai berikut :



3

Pasal aT

Biaya pelalsmam dm pemeLhdae Sistem IDfodasi AdministGsi

Kependudulm Dae.al dibebe&@ pada AngSala Pendapatan du

Pasal II

Pqatum Daerah ini 6ula b.rrar<u pada tanggar diunddekan.

Agd seriap otug mengetaluin E, memerintankm pengundagan

PeEtuEn Daeran ini dengm pen€mpatannya dal@ L€mb:fu
Daeran Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di MuaE Enim

pada teqEal 6 sol,.ric 2cr?

BUPATI d,{UARA ENIM

MUZAI{IR SAI SOTIAR

Diudmgk@ di MuaE Enim

pada tdggal 6 i,or'.t@ 2o1?.

SEKRETARIS DAERAH

(ABUPATEN MUAT'A ENIM,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR ?.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAEIiAH KABIJPAADN MUARA EN1M PROUNSI

SUMATERA SEtATAN ; (7/ME/2o17)


